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BUPATI BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 134 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 65 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN

Menimbang

Mengingat

LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa pengaturan mengenai Badan Layanan Umum
Daerah di Kabupaten Bandung telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bandung 65 Tahun 2014
tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten
Bandung;

bahwa untuk menyesuaikan peraturan perundang-
undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah
dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, terdapat beberapa ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang perlu
dilakukan’perubahan dan penyempurnaan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah di Kabupaten Bandung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun  1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);




10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahaaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Dacrah Kaupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);



Menetapkan

11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 65 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
KABUPATEN BANDUNG.,

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor
65 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2014 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2}, ayat (3), ayat (4} dan ayat
(5) Pasal 68 diubah dan ditambahkan ayat {6) schingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan
pelayanan.

{2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan
perubahan pendapatan dalam ambang batas
RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara
definitif,

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD
yang bersumber dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf f.

{4) Ambang batas sebaghimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan besaran persentase realisasi
belanja  yang diperkenankan melampaui
anggaran dalam RBA dan DPA.



(5)

(6)

Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang
batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
terlebih  dahulu  mendapatkan persetujuan
Bupati.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD
mengajukan usulan tambahan anggaran dari
APBD kepada PPKD.

Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 68A, schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

3)

“4)

Pasal 68A

Besaran presentase ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2} dihitung tanpa
memperhitungkan saldo awal kas.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan

fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

a. kecenderungan/tren selisih anggaran
pendapatan BLUD selain APBD tahun
berjalan dengan realisasi 2 ({dua) tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan/tren selisih pendapatan
BLUD selain APBD dengan prognosis tahun
anggaran berjalan.

Presentase  ambang  batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional
dan dipertanggungjawabkan.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), digunakan apabila pendapatan BLUD

sebagaimana Pasal Pasal 63 huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf f diprediksi melebihi target

pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA
dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini rrlulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Desember 2020
= N\

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Desember 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 134



